
BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR : B / 'S"' /II.17/HK/TUBABA/2019 

TENTANG 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN 
DAN NONPERIZINAN MELALUI S ISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION PAD A 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 
SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanELkan ketentuan Pasal 13 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dan Pasal 13 
ay at (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 20 
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar 
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat, rancangan SOP yang 
telah dilakukan verifikasi dan ujicoba ditetapkan menjadi 
SOP dengan Keputusan Kepala Daerah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) 
Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 
2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan 
Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketentuan 
standar operasional prosedur ditetapkan melalui 
Keputusan Bupati; 

c. bahwa Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : 
Nomor : B/329/IL17/HK/TUBABA/2019 tentang Standar 
Operasional Prosedur Pemberian Pelayanan Perizinan Dan 
Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Tulang Bawang Barat dalam perkembanganya tidak sesuai 
dengan mekanisme proses pelayanan sehingga dicabut; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka dipandang 
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar 
Operasional Prosedur Pemberian Pelayanan Perizinan Dan 
Nonperizinan Melalui Sistem Online Single Submission 
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat; 



1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 6 1 , Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3952); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5355); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6215); 

17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman 
Modal; 

18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 
2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 
Fdntu; 

20. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang tentang 
Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210); 

21 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 20102014; 

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Usulan Reformasi 
Birokrasi; 

24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business 
Process); 



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota ; 

26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintah; 

27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara, 
Permohonan Penanaman Modal; 

28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal 
di Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 
Kabupaten / Kota; 

29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan 
Kabupaten/ Kota; 

30. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi 
dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; 

3 1 . Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 

32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934); 

33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perizinan dan Non Perizinan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 71); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Nomor 74); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Nomor 83); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

KEENAM 

38. Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi 
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, 
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu 
Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 53); 

39. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 
Nomor 20); 

40. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang 
Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan 
Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 22); 

MEMUTUSKAN: 

Standar Operasional Prosedur Pemberian Pelayanan 
Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Sistem Online Single 
Submission Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang 
Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan 
Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisaihkan 
Keputusan ini. 
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 
Diktum KESATU dalam penyusunannnya berdasarkan 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 
telah dilakukan verifikasi dan uji coba. 
Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai acuan dalam 
penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, 
aparat pengawasan, dan masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik yang harus 
dilaksanakan oleh pegawai/petugas pada Dinas Penanaman 
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 
Untuk mengetahui efektifitas dan kualitas SOP, dilakukan 
evaluasi pelaksanaan SOP oleh atasan secara berjenjang 
dan unit kerja yang membidangi SOP, yang dilakukan 
setiap akhir tahun dan wajib melaporkan hasil evaluasi 
pelaksanaan kepada Bupati. 

Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan 
Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : Nomor : 
B/329/11.17/HK/TUBABA/2019 tentang Standar 
Operasional Prosedur Pemberian Pelayanan Perizinan Dan 
Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang 
Barat dalam perkembanganya tidak sesuai dengan 
mekanisme proses pelayanan sehingga dicabut. 



K E T U J U H : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari 
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Panaragan 

PARAF KOORDINASI 
WAKIL BUPATI 
SEKDA N ASISTEN 1 
ASISTEN II 
ASISTEN III -4— KABAG HUKUM 
'^MlSXKH. 

pada tanggal 1̂ ^unv 2019 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

UMAR AHMAD 


